
 
 

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 
 

NOMOR  2  TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA TENGAH, 
 

Menimbang       : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Minyak 
Sarinabati Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan 
Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Es Saripetojo Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Peraturan Daerah Provinsi Daerah 
Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1982 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Aneka Industri Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Aneka Jasa dan Niaga Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu dilakukan 
penyesuaian; 

 
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengaturan 

Perusahaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah yang sekaligus 
sebagai upaya mengembangkan pereko-nomian Daerah dan 
meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu penggabungan menjadi 
satu Perusahaan Daerah dalam satu Peraturan Daerah dan dalam 
satu manajemen; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah; 

 
Mengingat         :  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Provinsi Jawa Tengah; 
 
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak 

Berlakunya Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 2901); 
 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

 
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke-uangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Per-bendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pem-bentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peme-riksaan 

Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-garaan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4593); 

 
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang      Pengesahan, 

Pengundangan Dan Penyebarluasan Pera-turan Perundang-
undangan; 

 
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 

Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Daerah 
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Tingkat I Jawa Tengah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 7 Seri 
D Nomor 7); 

 
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 

 
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah  (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH 

Dan 
GUBERNUR JAWA TENGAH 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan    :   PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN 

DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 
 
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah  Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
 
5. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PD. Citra Mandiri 

Jawa Tengah adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
 
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 
 
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 
 
8. Pegawai adalah Karyawan Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 
 
9. Uang Balas Jasa yang selanjutnya disebut UBJ adalah Pesangon bagi Karyawan 

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah. 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Pendirian Perusahaan Daerah dimaksudkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang 
bergerak di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan  jasa untuk 
meningkatkan perekonomian Daerah, memberikan kontribusi terhadap pendapatan Daerah 
dengan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.  
 

Pasal 3 
 

Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan 
pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Daerah. 
 
 

BAB III 
PEMBENTUKAN 

 
Pasal 4 

 
(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang 

berbadan hukum Perusahaan Daerah. 
(2) Perusahaan  Daerah  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) diberi nama  PD. Citra Mandiri 

Jawa Tengah. 
 
(3) PD. Citra Mandiri Jawa Tengah sebagai pengganti Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati, 

Es Saripetojo, Aneka Industri, dan Aneka Jasa dan Niaga. 
 
 

BAB IV 
TEMPAT DAN KEDUDUKAN  

 
Pasal 5 

 
(1) PD. Citra Mandiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkedudukan dan 

berkantor Pusat di Semarang. 
 
(2) PD. Citra Mandiri Jawa Tengah dapat membuka kantor cabang/unit-unit usaha yang 

ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
 

BAB V 
JANGKA WAKTU PENDIRIAN  

 
Pasal 6 

 
(1) PD. Citra Mandiri Jawa Tengah didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. 
 
(2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PD. Citra Mandiri Jawa Tengah ditetapkan 

oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. 
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BAB VI 
KEGIATAN  PD. CITRA MANDIRI JAWA TENGAH 

 
Pasal 7 

 
(1) PD. Citra Mandiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kegiatan 

usaha di bidang : 
 
a. pertanian; 
b. industri; 
c. perdagangan; 
d. pariwisata; 
e. jasa. 
 

(2) Untuk menunjang kegiatan PD. Citra Mandiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan dan 
atau mendirikan Badan Usaha baru. 

 
 

BAB VII 
MODAL 

 
Pasal  8 

 
(1) Modal Dasar PD. Citra Mandiri Jawa Tengah sebesar Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus 

miliar rupiah). 
 
(2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari penggabungan kekayaan 

Perusahaan Daerah Minyak Sarinabati, Perusahaan Daerah Es Saripetojo, Perusahaan 
Daerah Aneka Industri dan Perusahaan Daerah Aneka Jasa Dan Niaga, yang telah diaudit 
oleh Akuntan Publik.  

 
(3) Modal PD. Citra Mandiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 
 
(4) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh Gubernur  yang pelaksanaannya diatur dengan 

Peraturan Daerah. 
 
(5) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Daerah 

menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. 
 
(6) Penyertaan modal oleh Daerah dapat berupa aset/barang inventaris. 

 
 

BAB VIII 
BADAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI 

 
Bagian Pertama 

 Badan Pengawas 
 

Pasal 9 
 
Untuk melakukan pengawasan terhadap PD. Citra Mandiri Jawa Tengah  dibentuk Badan 
Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur. 

 
Pasal 10 

 
(1) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, merupakan wakil 

pemilik/pemegang saham. 
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